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KATA PENGAN TAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga

Penjelasan/ Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Penjelasan/Keterangan ini bertujuan untuk memberikan

pemahaman mengenai latar belakang, dasar hukum, serta maksud dan

tujuan terhadap penyusunan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2025 tentang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, khususnya yang berkaitan

dengan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, kerangka pendanaan, serta

pergeseran pagu kegiatan.

Perubahan Peraturan Bupati ini dilakukan sesuai dengan amanat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dimana

perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan setelah hasil

evaluasi pelaksanaan RKPD dilaksanakan

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah

berkontribusi dalam penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan

Peraturan Bupati ini. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat

diharapkan demi penyempumaan Rancangan Peraturan Bupati ini. Apabila

terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga

Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita

semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungaj Raya, |& Juni 2026

Kepala/ Badan Perencanaan Pembangunan

' A ian dan Pengembangan
'
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A.

BAB I

PEN DAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen yang

memuat rencana kegiatan tahunan suatu perangkat daerah, termasuk

target, sasaran, serta anggaran yang akan digunakan. Renja ini berfungsi

sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

direncanakan untuk mencapai tuj uan dan sasaran pembangunan daerah.

Renja Perangkat Daerah ini menjadi dokumen penting yang berfungsi

untuk mengarahkan upaya pembangunan daerah secara efektif dan

e?sien, sejalan dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Renja Perangkat Daerah juga

disusun berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

pusat dan pemerintah daerah, termasuk visi, misi, dan prioritas

pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana

Pembangunan J angka Menengah Daerah (RPJ MD) dan Rencana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerah.

Renja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun

2026 mempedomani Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Kubu

Raya Tahun 2026. Renja Perubahan Perangkat Daerah ini akan menjadi

dasar dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang pada tahapan

selanjutnya akan berproses menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran

(RKA) Perubahan dan pada akhirnya ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Identifikasi Masalah

Sebagai bentuk tindak lanjut dalam melaksanakan amanat regulasi

yang mengatur tentang perencanaan Perangkat Daerah yang sudah

diterbitkan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan

Peraturan Menteri terkait, maka perlu disusun dokumen perencanaan

Perangkat Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala

Daerah. Beberapa regulasi terkait perencanaan juga telah mengalami

perubahan yang tentunya mempengaruhi proses penyusunan

perencanaan Perangkat Daerah, dimana hal ini perlu dicermati dan

menjadi perhatian agar dokumen yang disusun tidak bertentangan

dengan regulasi yang berlaku. Dokumen Perubahan Renja Perangkat

Daerah Tahun 2026 yang disusun ini harus ditetapkan dengan Peraturan

Bupati agar memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dijadikan dasar

dalam penyusunan perubahan perencanaan anggaran (KUA, PPAS, dan

RKA) Perangkat Daerah



C. Tujuan Penyusunan

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan

hukum bagi dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun

waktu satu tahun, dengan mengacu kepada Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan RKPD Perubahan

Tahun 2026.

Peraturan Bupati ini ditujukan untuk memastikan bahwa setiap

Perangkat Daerah memiliki panduan yang jelas dan terarah dalam

melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran

yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan

daerah sehingga tercipta sinergi antar sektor dan antar Perangkat

Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Renja

Perangkat Daerah ini juga memberikan dasar untuk mengukur kinerj a

Perangkat Daerah, dimana dengan menetapkan target dan indikator

kinerja yang jelas dapat dievaluasi pencapaian program dan kegiatan

yang direncanakan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam

pengelolaan anggaran dan sumber daya.

D. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2025 tentang Rencana Keija Perangkat

Daerah Tahun 2026 yaitu:

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

Undang~Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan N asional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 442 1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

Undang-Undang N omor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kah' terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan J angka Panjang Nasional Tahun 202 5-2045 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan

Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana



IO.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

J angka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasi?kasi, Kode?kasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 19

Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 39);

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten

Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 44);

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2025 tentang Rencana

Keija Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu

Raya Tahun 2025 Nomor 47); 



BAB 11

POKOK PIKIRAN

Berdasarkan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2025

tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan beberapa hal

sebagai berikut:

1.Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 harus disusun sesuai

dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029

untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang

direncanakan mendukung pencapaian tujuan jangka menengah

daerah.

. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini

harus didasarkan pada prioritas pembangunan yang telah ditentukan,

baik yang berasal dari kebijakan nasional maupun daerah, dimana

fokus pada prioritas ini membantu dalam mengarahkan sumber daya

dan upaya ke area yang paling membutuhkan.

. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini

harus mempertimbangkan kondisi faktual dan potensi yang dimiliki

oleh daerah, termasuk analisis terhadap aspek ekonomi, sosial,

budaya, lingkungan serta sumber daya yang dapat dimanfaatkan

untuk pembangunan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi

kinerja tahun sebelumnya serta memastikan adanya sinergi dan

koordinasi yang bai kantar Perangkat Daerah dalam proses

penyusunannya.
. Sistematika penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat

Daerah Tahun 2026 sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

J angka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2026.



A.

BAB 111

MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan

Bupati ini adalah memberikan kekuatan hukum bagi dokumen Renja

Perangkat Daerah yang telah disusun sehingga dapat dijadikan dasar dan

acuan bagi penyusunan perencanaan anggaran Perangkat Daerah yang

meliputi penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA),

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Ruang Lingkup Materi

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pembuatan Rancangan

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya

Nomor 47 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun

2026 mendeskripsikan gambaran umum kondisi Kabupaten Kubu Raya

yang dijabarkan dalam capaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.

Kemudian proyeksi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya

tahun 2026 dengan melihat realisasi dan potensi pendapatan daerah yang

ada.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 memuat

perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan

hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun bezjalan dan capaian

kinerja yang direncanakan. Pada bagian akhir Perubahan Renja

Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya mencantumkan program,

kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu indikatif anggaran pembangunan

dalam rangka mencapaj target kinerja tahun 2026. 



A.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun sebagai penyesuaian terhadap

dinamika pelaksanaan pembangunan tahun bexjalan, baik yang

disebabkan oleh perubahan kebijakan nasional, evaluasi capaian

pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, maupun adanya

kebutuhan mendesak dan keadaan tertentu lainnya.

Saran

Agar pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat berjalan secara

optimal, diperlukan pemahaman dan komitmen seluruh Perangkat

Daerah terkait dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Tahun 2026 yang berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten

Kubu Raya Tahun 2026 untuk mewujudkan sasaran dan target pada

setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, sinergi

berbagai pihak, menggunakan data dan informasi yang akurat,

monitoring, pengendalian dan evaluasi dalam mendukung pelaksanaan

program, kegiatan dan sub kegiatan juga menjadi kunci keberhasilan

pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya. 
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